
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
R.epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

1. Undang-Undang Nomor 69 'JllfFl 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf 
b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli; 

b. bahwa sehubungan di maksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Bangli 
Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli perlu ditinjau 
kembali; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penggunaan 
serta pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial agar terciptanya tertib 
administrasi, akuntabilitas dan transparansi perlu dikelola dan ditata; 

Menimbang 

BUPATI BANGLI, 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAW ABAN DAN PELAPORAN SERT A MONITORING DAN 
EV ALUASI HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL DI KABUP A TEN BANGLI 

TENTAl"'\JG 

PERA TUR.A ... ""l" BUPA TI BA .. 1'-10LI 
NOMOR 14 TAHUN 2013 

BUP ATI BANGLI 



Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 diubah hi be b . 
Sosial di uaikan d se ngga r unyi Besaran Penganggaran Hibah dan Bantuan 

ses engan kemampuan Keuangan Daerah. 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERA TURAN 
BlJPATI BANGLI NOMOR 48 TAHlJN 2012 TENTA.i'\l'G TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING 
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN 
BANG LI 

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); 

... 

11 Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah clan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 



Diundangkan di Bangli 
pada tanggal 30 April 2013 
Pih SEKRETARI/AERAH KABUPATEN BANGLI, 

fev/ (' 
BAGUSR.Afl>ARMAYUDHA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 25 

I MADE GIANY AR 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 30 April 2013 

BUPATI BANGLI, 

v-4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Perubahan Peraturan Bupati 
ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

Pasal II 


